
SALINAN

BUPA] I BADUNfi
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 4I TAHUN 2O2I

TENTANG

PEDOMAN PET{YE LSNOARAAN IDENTIFTKASI WII"AYAH PET,AYANAN

TERAI TERA UI*ANG BERKELANJUTAN S ECARA ELEKTRONI K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada
konsumen dan menjamin adanya kepastian hukum
seb*rgaimana dimaksud dalam Pasal I angka I Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dan guna meningkatkan pelayanan
Tera/Tera Ulang Bocara efektif, efisien, transparan dan
aku ntabel dengan memanfaa*an teknologi informasi,
perlu diausun Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Sistem Aplikasi ldentifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera
Ulang Berkelanjutan;

bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas menetapkan
kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 6l ayat {1} Feraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyefenggaraan
ldentifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang
Berkel,anj utan Secara Elektronik;

Mengingat : l. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneeia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur {lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembanan
Negrtra Republik Indonesia Nomor 1655);

b.

c.

''t'-



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981
Nomor I l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonegia Nomor 31931 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tarnbahan Lrmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2@8 tentang lnformasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negala Republik Indonesia Nomor 4843) sebacaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor I I
Tahun 2OO8 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l6
Nomor 251, Tambahan lcmbaran Negara Republik
lndonosia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20|w_ tentang
Pelayanan Publik (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor I12, Tambahan l,€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O381;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tenrang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol I
Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor lS Tahun 2Ol9 tentang
Peru bahan Atae Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 183, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398|;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-
Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(tcmbaran Negara Republik lndonegia Tahun 2OiO
Nomor 245, Tambahan lcmbanan Negara Republik
lndonesia Nomor 65731;

8. Peraturan Femerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenrgaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 189, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348|;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Bidang Perdagangan (trmbaran Negara
Republik Indoneair Tahun 2O2l Nomor 39. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 664lll
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lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tent;rng Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negrrra Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeralt
{Berrta Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
157);

11. Peraturan Menteri Perdaggngan Nomor 96 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Perciagangan {Berita Negara Republik lndonesia Tahun
20l8 Nomor lO |;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlr:ngkapannya yang Wqiib Ditera dan Ditera Ulang
(Berita Negara Republik Indoneeia Tahun 2018 Nomor
E1l,;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2OZA
tentang Fasilitaai Kegiatan Metrologi Legal {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 1O8l;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi
Pelay'anan TeralTera Ulang tkmbaran Daerah
lkbupaten Badung Tahun 2Ol9 Nomor Z Tambahan
lembaran Daeratr Kabupaten Badung Nomor 2];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERA'IURAN BUPATT TENTANC PEDOMAN
PENIY!]LENGGARAAN IDPNTI.NI{AS}T WII"AYAH PEI.AYANAN
TERAT TERA UII\t{c BERKET ANJUTAN SECARA
ELEKI'RONIK.

BAB 1

KE"IEHTUAN UMUM

BaSian lGsant
Umrlm

Passl I

Dalem Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaen Badung.

2. Femerintsh Daerah adalatr Femerintah Kabupaten
Badung

3. Bupati adalah Bupati Badung.

l-
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4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagrngan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Koperaei, Usaha Kecil Menengatr dan
Perdagangan Kabu paten Bad ung.

5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian,
pengesatran penjustiran, pembatalan, penelitian,
kalibrasi atss alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapennya.

6. Pelayanan Tera/Tera Ulang sacara Elel*ronikl0nfine
adatah Pelayanan Pendaftaran dan Penyqiian Haeil
Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
melalui sistem elektronik pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan lkbupeten Badu ng.

7. Penyelenggaxa adelah Penyelenggara Tera/Tera Ulang
secara Onlinc vaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas.

8. Alat Ukur, ?akar, Timbang dan Perlenghapann-va yang
selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat-alat yang Wajib
di Tera/Tera Ulang.

9. Wajib Tera/Tera Ulang adalah masyarakat, pelaku
usaha/kegiatan tertentu yang miliki UTTP.

lO. Surat Keterangan Hasil Fengujian yang selanjutnya
disingkat SKHP adalah eurat keterangan yang berieikan
masa berlaku UTTP.

I l. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dieingkat SKRD adalah Surat Keterangan Retribusi yang
berisil€n besarnya jumlah retribusi yang harus
dibayarkan ke Kas Daerah.

12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termaeuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, p€b, rancangan, foto, Eledwnic M,a
Interclunge (EDII, surat elektronik lelearcnic mail,
telegrary telelss, telsopg atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, sirnbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
oreng yang manpu memahaminya.

13. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan,
mempersiapkan, menyimpan, mempnoses! menganalisis,
dan rnenyebarkan informasi elektronik.

14. Sertilikat Elektnonik addah sertifikat yang bersifat
elelrtronik yang memuat tanda tangan elektronik dan
identitas yang menunjuld{an status subjek hukum para
pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh
penyelenggara sertifikat elektronik.

Bagian Kedua
Makeud, \iuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

t-
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mengatur penggunaan Sietem Elekronik dalam
pelayanan pendaftaran TeralTera Ulang;

penanganan dokumen pendataan jenis-jenis UTTP; dan

identifikasi layanan terhadap UTTP yang berkaitan
dengan pemilik, pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Paeal 3

T\rjuan Peraturan Bupati ini yaitu :

a. mernberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan
pendaftaran Tera/Tera Ulang dan penerbitan surat hasil
pengujian yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik;

b. melindungi penanganan dokumen data UTTP
berkaitan dengan pelayanan penerbitan SKHP
penyalahgunaan sistem; dan

c. mernberikan perlindungan konoumen melalui kegiatan
TeralTera Uhng kepada masyarakat dan selain itu juga
sebqgei instrumen penunjang dalam mer{amin
keselamatan penerbangan 

"

Pasal 4

Ruang tingkup Peraturan Bupati ini meliputi
penyelenggaraan tete cara pelayanan Aplikasi ldentjfikasi
Wilayah Felqyanan Tera/Tera Ulang Berk€lanjutan secara
elektronik.

BAB II
PENYELENGG AIRAITN PETAYAI'I AN APLI KAS I I D ENTI FI Ifi S I

WII.AYAH PEI.AYANAN TERA/TERA ULANG BERKEI,ANJUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1| Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang
Berkebu{utanllndahnya Terang Bulan dilalilkan secara
elektronik.

(2f Penyelenggaraan Pelayanan ldentifikaei wilayah hlayanan
Tera/Tera Ulang Berkelaqiuun/Indahnya Terang Bulan
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (U
merupakan pelayanan dengan memanfaatlcan serangkaian
perangkat dan proeedur elektmnik yang berfungei ;

a. memperciapkan;
b. mendaftarkan;
c. menganalis;
d. mengidentifikasi data layanan;
e. menampilkan; dan
f. mengirimkan informasi elelctronik berupa haeil melalui

jaringan komputer dan /atau Internet.

b.

c.

!'ang
dari

t
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(ll

(2t

{31

(4f

Eagian Kedua
Penyelenggra

Paeal 6

{1} Unit Pelaksana Teknis Daera}r Metrologi Legal Dinas
dapat memberikan pelayanan teknis berupa Tera/Tera
Ulang maupun penyelenggsraan secara
elektronildOlJhc.

(21 Dalam mehksanakan pelayanan secara Onl*w
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat bekerjasama
dengan Perangkat Daeratr tcrkait.

Bagian Ketiga
Pemohon Pendaftaran Tera/Tera Ulang Online

Pasal 7

Pemohon Pendaftaran Tera/Tera Ulang Online terdiri
dari:
a. perseorengan; dan
b. badan usatra -vang menyelenggarakan usaha dan/

atau kegiatan di Daerah.

Nama pemohon TeralTera Ulang harus dengan

nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan'

Apabila permohonan dikuasakan, Pemohon

melampirkan Surat Kuasa yang sah-

Pemohon melakukan permohonan Tera/Tera ulang
dengan mendaftar pada sistem Aplikasi yang tersedia.

Bagian Keempat
Dokumen

Pasal I

Persyaratan peng4juan permohonan Tera/Tera Ulang

eebagaimana persyaratan permohonan yang dilakukan
aecara manuall offine terdiri dari:
a. fotwpy Kartu Tanda Penduduk elektronik {KTP -el}

pemi[k UTTP;
b. fotompg Surat lzin Usaha Perdagangan tStUPh
c. fotwpg Alcta Pendirian Ferusahaan dan /atau

perubalrannYa; dan
d. daftar UTTF yang alen di Tera atau di Tera Ulang'

$ebelum mengajukan pcrmohonan' pemohon harus
memiliki selunrh dokumen yang menjadi persyaratan'

Dokumen yang menjadi pers'yaratan dibuat menjadi
Dokumen Etektronik.

tll

tzl

,
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Bsgian Kelime
Tara Cara Mendaftar dan Memperoleh Hak Akses

Fasel 9

{U Pendafteran pada Sistem sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal 7 ayat {4f dapat dilakukan dengan persyaratan
sebagai berikut:
a. pemohon mendaftar melelui halaman situs uteb

Terar/Tera Ulang secare AnIiltg., darr

b. pemohon harus memiliki sebuah qllrnat surat
elektronik dsn nomor telepon seluler, email yang
valid untuk pengiriman kode akses dan sebagai
sarana korespondensi.

(21 Data pemohon dapat dilengkapi setelah W masuk
dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar.

Paeal lO

Pendaftar melakulcan input data personal sesuai dengan
kebenaran lkrtu ldentitae yang dimiliki paling rambat
24 (dua puluh empatf iqm setelah hak ekses masuk sietem
diterima.

BAB III
HAK DAN KEWA'IBAN

Pasal I I

{l } Pemegang hak akses rnemiliki kewajiban sebagai
berikut :

te{adi
menjadi

a. menjaga kerahasiaan, apabila
penyalahgunaan hak akree oleh pihak lain
tanggung jawab pemilik userdan passunrd,
melakukan perubahan data pada sietem jika terjadi
perubahan data;
bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen
Elektronik yang dieampaikan; dan

d. menyampaikan permohonan asU besena hardmpg
persyaratan teraf tera ulang.

{2} Penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. menjamin keamanan informasii dan
b. memprosas permohona' sefta memberikan

informasi tentang jadwal pelayanan atau penotakan
pelayanan melalui sins gatetuag/atau email.

{3} Pernilik hak akges memiliki hak sebagai berikut:
a. dapat melakukan pendaftaran permohonan tera/tera

ulang secara onlirw;

c.

t.
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b. memcriksa posisi berkas dalam masa Pdlrro!'esan;
dan

c. memperoleh pcmberitatruan atau koreapondensi
delam pros€s pcnerbitan dokumen SKRD dan SKHP'

BAB TV

TATA CARA PEIAYANAN APUKASI IDENTINKASI WII'AYAH

PELAYANAN TERA/TERA UIANG BERKET.ANJUTAN

SECARA EI.EKTRONIK

Pasal 12

Pemohonan secara online dapat dilakukan setelah

Pemohon memPemleh hak akses'

Pemohon yang melakukan permohonan Tera/Tera Ulang

secara online eebagaimana dimaksud pada ayat (l I
bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik

yang diajukan-

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 mempunyai kekuatan hukum yang sarna

sebagaimana dokumen fisik'

(l)

(21

(3|

(4) Pelayanan Permohonan secara

sesuai Standar PelaYanan Yang
Keputusan KePa.la Dinas.

online dilaksanakan
ditetapkan dengan

(l)

(21

Pasal 13

Pemohon mengisi/menglnput jenis identilikasi UfiP
y;; tehh tJrsedia di sistem elektronik dengan

rnutigit.ttl tata cara yang telah ditetapkan'

Jenis identifikaai ecbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ai""gg"h dengan dilengkapi pereyaratan scsuar

keteniuan Peraturan Perundang-undangan'

Pasal 14

Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh

berkas permohonan asli pada saat dilaksanakan

Tera / Tera Ulang dilaPangan'

Pemohon sebagaimana dimakeud pada ayat (l) dapat

memberikan kuasa kepada pihak lain untuk

menyeralrkan berkas Permohonan'

Pengujian Tera/Tera Ulang di lapangan dilaksanakan

oleh tim teknie.

Hasil pengujian Tera/Tera Ulang dilapangan dituangkan

dalam Berita Acara Hasil Pengujian '

(l)

{21

(31

I

(4)
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(5f Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pa.da ayat (4f
sebagai dasar untuk diterbitkan SKHp.

Pasal 15

(l) Per'setujuan pejabat terhadap penerbitan SKHP dapat
dilrrku kan *c^ra Online / elektonik.

(2) SKRD dapat diberikan dalam bcntuk Dokumen
Elektronik dan/atau dalam bentuk surat twndapy.

(3| Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada alat
(2) pemohon membayar retribusi ke kas Daerah melalui
Bank BPD Bali atau Bank lainnya yang telah
bekedasama dengan Pemerintah Daerah.

(4) Bu i<ti pembayaran yang diterbitkan Bank baik secara
sisrem maupun tercetak digunakan untuk konlirmasi
pelunasan retribusi bagi kegiatan TeralTera Ulang yang
me:nerlukan pelunasqn Retribu si Daerah.

(5) Salrnan SKHP diberikan dalam bentuk dokumen
elektronik yang dapat diunduh oleh pemilik hek akses
dengan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik aau
dapat diperoleh melalui loket layanan Unit pelaksana
Teknis Daerah MeFologr Legal Dinas,

Paaal 16

Dalam hat t€rjadi gangguan sigtem yang berakibat tidak
berfungsinya pelayanan secara Online, meka pelayanan
dapat dilakukan setcara menuel.

Pasal 17

Tata ( ara pelaksanaan pelayanan onlfu:r dituangkan
dalam Standar Operaeional Proaedur yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN STIKER TERNB UKUR

DAN PENGHARGMN

Pasal lE

Pembcrian stiker tertib ukur diberikan apabil,a tim
teknis sudeh selesai melaksanakan Tera/Tera Ulang di
lapa nge.n dan wajib Tera/Tera Ulang mendapat}an hasil
sesrrai kriteria yang telah ditetapkan.
Pem berian stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melputi Ukuran Meter, Segal,a Jenis Timbangan dan
Pompa. Ukur Bahan Bakar Minyak.

(l)

L

(21
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Diundangkan
pada tanggal

SEK

BERIT

(3) Pengharg,aan terhedap pelaku wajib Tera/Tera UIang
apabila pelaku wajib TeralTera Ulang atau pemilik UTTP
sudah meLakukan kegiatan Tera/Tera Ulang lebih dari 3
(tiga) kali sccara berturut-turut dan dikategorikan tenib
ukur eesuai ketentqan Peraturan Perundang-undangan,

BAB VI
KETBNTUAN PENUTUP

PeEa.l 19

Peraturen Bupati ini mulai berlaku pada tan{gat
diundangkan.

ASar eetiep orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan F?raturan Bupati ini dengan
penempatannya dala$ Bcrita Daerah lbbupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
a tanggal ? Agustus 2021

UNG.

CIRI PRASTA

di Mangupura
27 Agustue 2021

UPATEN BADUNC,

I ARNAWA

KABUPATEN BADUNC TAHUN 2021 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

de Asteva Yudhya
19720510 199903 1 008


